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YOGYA (MERAPI) - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
tahun 2013 di Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 1,065 juta.
Mengingat pengusaha di Kota Yogyakarta didominasi usaha me-
nengah, penerapan besaran UMK itu akan berpotensi menim-
bulkan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tidak

| PENETAPAN UMK 2013

Pengusaha Bisa Ajukan 1:'__ |
Penangguhan

mampu memenuhinya.

“Karena sudah dip ya di-
Jjalankan. Tapi kami serahkan sepenuhnya
padasituasi dan kemampuan masing-ma-
sing pengusaha,” kata Ketua Asosiasi
Pengusnha Indonesia (Apindo) Kota Yogya-
karta saat dikonfirmasi, Selasa (20/11).

Ilia menjelask i ha skala

untuk biaya produksi.

Ketua Apindo DIY Hermeliem Yusuf me-
nilai, penetapan UMK harusnya tidak bisa
dipukul rata semua, Karena menurutnya,
masing-masing perusahaan sendiri lah
yang paling mengerti kondisinys. “Bagi per-

} yang ih belum mampu mene-

hagi
besar, penetapan angka itu tidak akan
menimbulkan masalah. Namun bagi peng-
usaha sedang, menengah atau kecil itu
cukup memberatkan. Kondisi it tidak me-
nutup } i buat pengusal
mencari wilayah UMK yang lebih rendah

rapkan UMK memang bisa mengajukan
penangguhan. Namun ISME penang-
guhan itu tidak gampang. Sebab, harus
mendapat persetujuan dari para peker-
janya,” ungkap Yusuf.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti

betharap, pengusaha dan asosiasi peng
ha dapat menerima keputusan UMK itu.
Hal ini sudah mengacu peraturan dan stan-
dar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Ter-
kait berpotensi munculnya PHE, dia harap
tidak akan terjadi karena pengusaha juga
membutuhkan pekerja. “Kalau memang
ada yang keberatan ada mekanismenya
mengajukan penangguhan,” kata Haryadi,
Sementara itu Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta, Muhammad Sarjono menu-
furkan, proses pengajuan penangguhan da-
pat dilakukan paling lambat 10 hari se-
belum UMK diterapkan atau sekitar 20
Desember. Hal ini mengacu pada Keputus-
an Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomo KEP231/MEN/ 2003 tentang pe-
nangguhan pelak upah mini

pekerja bahwa upah minimum ditang-
guhkan, Mekanisme pengajuan dilakukan
di Dinas Sosial Tenaga Kerja Pemerintah
DIY," terang Sarjono.

Pada tahun ini di Kota Yogyakarta tidak
ada yang mengajukan penang-
guhan, Namun di tahun 2011 ada 4 perusa-
haan yang mengajukan. Di Kota
Yogyakarta ada 1.227 perusahaan yang
terdaftar dengan pekerja sekitar 35 ribu

arang,
Kepalﬁnlgms Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi DIY Budiantono mengatakan, sete-
lah ditetapkan. pengusaha diberi walkiu un-
tuk juk m. h
han UME, sebelum diberlakukan efekiif
pertanggal 1 Januari 2013. “Pengajuan
penangguhan atau keberatan itu nanti

“Pengajuan harus menyertakan naskah
asli} I antara ha dan

akan dibah tripartid antars peme-
‘ﬂ-ﬂhﬂl. pekerja dan perusahaan terkait,”
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